BAB 5
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan pada bab

sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Penerimaan pajak hotel di Kota Bandung terus meningkat dari tahun ke tahun
selama periode 2014 hingga 2018. Pada tahun 2015 dan 2017 penerimaan pajak
hotel tidak mencapai target yang ditetapkan, namun rata-rata efektivitas
penerimaan pajak hotel adalah sebesar 97,58% dan termasuk dalam kategori
efektif. Jumlah wajib pajak hotel juga terus meningkat, bahkan meningkat
signifikan di tahun 2016, namun tingkat pertumbuhan wajib pajak hotel tidak
sebanding dengan tingkat pertumbuhan penerimaan pajak hotel yang jauh lebih
kecil. Rata-rata kontribusi penerimaan pajak hotel terhadap PAD selama 5
tahun adalah sebesar 11,88% dan termasuk dalam kategori kurang. Beberapa
penyebab belum optimalnya penerimaan pajak hotel untuk meningkatkan PAD
adalah jumlah hotel di Kota Bandung yang sudah terlalu banyak, sedangkan
okupansinya rendah. Tingkat kunjungan wisatawan lokal dan mancanegara ke
Jawa Barat juga menurun. Selain itu, bisnis hotel saat ini juga harus bersaing
dengan apartemen yang disewakan harian. Kerugian dari penerimaan pajak
hotel juga mungkin disebabkan oleh sulitnya pengendalian dan pendeteksian
dari cukup banyak penginapan ataupun motel di Bandung yang tidak memiliki
izin resmi. Penerimaan pajak hotel dari kategori rumah kos juga belum optimal

2. Penerimaan pajak restoran di Kota Bandung untuk periode 2014 hingga 2018
terus meningkat dan selalu mencapai target yang ditetapkan setiap tahunnya
dengan rata-rata efektivitas sebesar 104,16% dan masuk dalam kategori sangat
efektif. Jumlah wajib pajak restoran juga terus meningkat, namun tingkat
pertumbuhan wajib pajak restoran hampir selalu lebih tinggi daripada tingkat
pertumbuhan penerimaan pajak restoran. Selain itu, rata-rata kontribusi

penerimaan pajak restoran terhadap PAD untuk tahun 2014 sampai 2018
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adalah sebesar 10,55% dan masuk dalam kategori kurang. Belum optimalnya
penerimaan pajak restoran untuk meningkatkan PAD disebabkan oleh banyak
faktor, di antaranya adalah karena masih banyaknya rumah makan dan cafe
yang tidak terawasi oleh petugas pajak. Tapping box sebagai salah satu bentuk
pengawasan yang telah disebar ke banyak restoran sebagai alat yang akan
mencatat semua transaksi untuk mencegah kebocoran transaksi pun masih
belum optimal dalam meningkatkan penerimaan pajak. Saat ini juga
persaingan industri kuliner semakin ketat karena pemain baru yang terus
berdatangan dan restoran juga harus bersaing dengan bertumbuhnya food truck
serta bisnis makanan yang dilakukan secara online. Food truck dan bisnis
makanan secara online tidak menambah penerimaan pajak restoran karena
belum ada peraturan yang mengatur secara spesifik mengenai food truck, dan
pajak atas bisnis online bukan merupakan pajak daerah.

. Penerimaan pajak hiburan di Kota Bandung terus mengalami peningkatan dari
tahun ke tahun selama periode 2014 hingga 2018. Tahun 2014 dan 2015
penerimaan pajak hiburan tidak mencapai target yang ditetapkan, tetapi rata-
rata efektivitas penerimaan pajak hiburan adalah sebesar 95,80% dan masuk
dalam kategori efektif, Jumlah wajib pajak hiburan juga terus meningkat setiap
tahunnya. Walaupun tingkat pertumbuhan penerimaan pajak hiburan hampir
selalu lebih besar daripada tingkat pertumbuhan jumlah wajib pajak hiburan,
tetapi rata-rata kontribusi pajak hiburan terhadap PAD sangat kecil, yakni
hanya sebesar 3,02% yang termasuk kategori sangat kurang. Belum optimalnya
penerimaan pajak hiburan untuk meningkatkan PAD disebabkan oleh sifat dari
hiburan yang kebanyakan bersifat insidental sehingga kontribusinya terhadap
PAD kurang signifikan walaupun tarif pajaknya tinggi. Selain itu, terjadi
penurunan jumlah wisatawan ke Kota Bandung karena kurangnya inovasi dari
para pengelola objek wisata dan pemerintah daerah dan meningkatnya
kompetitor dari kota lain yang lebih gencar melakukan promosi dan
membenahi destinasi wisatanya. Potensi wisata di Kota Bandung juga masih
banyak yang belum tergali.

. Penerimaan pajak parkir di Kota Bandung terus mengalami peningkatan dari

tahun ke tahun selama periode 2014 hingga 2018. Pada tahun 2015 penerimaan
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pajak parkir tidak mencapai target yang ditetapkan tetapi rata-rata
efektivitasnya adalah sebesar 98,26% dan masuk kategori efektif. Jumlah wajib
pajak parkir juga terus meningkat setiap tahunnya, dan meningkat sangat
signifikan di tahun 2016, tetapi tingkat pertumbuhan penerimaan pajak parkir
pada periode tersebut jauh lebih kecil dibanding tingkat pertumbuhan wajib
pajak parkir. Rata-rata kontribusi pajak parkir terhadap PAD juga sangat kecil,
yakni hanya sebesar 1,28% saja dan masuk kategori sangat kurang. Belum
optimalnya penerimaan pajak parkir untuk meningkatkan PAD disebabkan
oleh karena tarif sewa parkir yang nominalnya memang tidak besar.
Penerimaan pajak parkir yang terbesar didapatkan dari mall namun pada
umumnya mall ramai pada akhir pekan, maka penerimaan pajak parkir juga
hanya akan besar pada akhir pekan. Kerugian dari penerimaan pajak parkir juga
mungkin terjadi karena kecurangan dari kerja sama antara pihak manajemen
dengan pihak ke tiga sebagai pengelola parkir. Selain itu, tingkat pemahaman
dan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak parkir secara tepat waktu
juga masih kurang. Selain itu, semakin berkembangnya transportasi online di
Kota Bandung juga membuat masyarakat menjadi tidak perlu membayar biaya
parkir apabila pergi ke mall.

. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung untuk periode 2014 hingga
2017 selalu mengalami peningkatan, namun menurun di tahun 2018. Walaupun
memiliki rata-rata efektivitas 84,78% yang masuk kategori cukup efektif, tetapi
realisasi PAD tidak pernah mencapai target yang telah ditetapkan selama
periode 5 tahun tersebut, Salah satu penyebabnya adalah pengelolaan piutang
pajak daerah yang kurang baik sehingga piutang pajak daerah jumlahnya besar
dan terus meningkat setiap tahunnya. Padahal PAD yang tinggi akan
meningkatkan nilai kapasitas fiskal daerah dan Indeks Kapasitas Fiskal Daerah
(IKFD) yang mengindikasikan ketergantungan daerah terhadap pemerintah
pusat relatif rendah. Meskipun kapasitas fiskal daerah Kota Bandung terus
meningkat setiap tahunnya, tetapi pada tahun 2017 IKFD Kota Bandung

mengalami penurunan.

92



5.2. Saran

Beberapa saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Daerah Kota Bandung
Pemerintah Daerah Kota Bandung diharapkan dapat memetakan dan menggali
potensi wisata yang terdapat di setiap kecamatan di Kota Bandung, terutama
wilayah Bandung Timur yang pariwisatanya belum terlalu berkembang.
Pemerintah juga diharapkan dapat lebih gencar melakukan promosi serta
membenahi destinasi wisata yang sudah ada agar tidak kalah saing dengan
daerah lain. Pemerintah juga sebaiknya menghentikan sementara pemberian
izin untuk mendirikan hotel baru karena hotel di Kota Bandung sudah terlalu
banyak tetapi tidak menambah pendapatan Pemerintah secara signifikan.
Selain itu, Pemerintah juga dapat lebih meningkatkan pengawasan dan
pengendalian, misalnya dengan melakukan pendataan ulang wajib pajak dan
objek pajak untuk mengidentifikasi wajib pajak baru, melakukan inspeksi
mendadak kepada wajib pajak, memberikan sanksi yang lebih tegas bagi wajib
pajak yang tidak patuh, serta meningkatkan sosialisasi kepada wajib pajak
hotel, restoran, hiburan, maupun parkir. Pemerintah juga dapat meninjau ulang
peraturan-peraturan yang berlaku, salah satunya untuk mempertimbangkan
adanya insentif berupa penurunan tarif pajak, karena berdasarkan The Laffer
Curve, pengenaan tarif pajak yang terlalu tinggi secara teoritis tidak selalu
menghasilkan penerimaan yang maksimum. Selain itu, Pemerintah juga
diharapkan dapat meningkatkan Kkinerja para petugas pajak dengan
menerapkan sistem reward and punishment yang jelas, dan juga meningkatkan
kinerja sub bidang pengaduan dan pembinaan Badan Pengelolaan Pendapatan
Daerah (BPPD) dalam menyediakan dukungan customer service yang prima
untuk melayani wajib pajak.

2. Bagi peneliti selanjutnya
Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menganalisis jenis pajak daerah yang
lain dan juga diharapkan untuk memperpanjang periode pengamatan.

3. Bagi wajib pajak
Wajib pajak diharapkan dapat lebih patuh dan jujur untuk menghitung dan

menyetorkan pajak daerah secara tepat waktu, terutama pajak hotel, pajak
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restoran, pajak hiburan, dan pajak parkir yang pemungutannya dilakukan
secara self assessment, sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk semakin

memajukan Kota Bandung.
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